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1,

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAF-DAYA, _
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan, perlu diatur teknis pelaksanaannya dengan
Peraturan Bupati;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan
Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji,
Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima
Pensiun Atau Tunjangan, perlu diatur teknis pelaksanaannya
dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat
Daya;,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



10.

11.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan
Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 ™Tahlifi”" 2016 tentang Pemberian Gaji,
Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima
Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6348);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6349);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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13.

14.

Menetapkan :

" A ihism
'

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau
Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun,
Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau
Tunjangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK. 05 /2019 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016
tentang Susunan Organisdsi dan Tata Kerja Perangkat
Kabupaten Aceh Barat Daya )(Lembaran Kabupaten Aceh Barat
Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh

Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK) adalah Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
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7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah perangkat kabupaten yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah.

8. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK
adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)
Aceh Barat Daya. i

11. Surat Perintah Pencalran( Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perlntah yang diterbitkan oleh BKK selaku
Bendahara Umum Daerahl untuk pelaksanaan pengeluaran
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) berdasarkan SPM.

BAB I
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU
TUNJANGAN KETIGA BELAS
Bagian Kesatu
Tunjang%n Hari Raya

Pasal 2

(1) PNS, Bupati, Wakil Bupati'dan Pimpinan serta Anggota DPRK
diberikan Tunjangan Hari Raya. _
(2) PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
a. PNS yang ditugaskan pada kementerian/lembaga
pemerintah pusat;.
b. PNS yang d1berhent1kan sementara karena diangkat
menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
c. PNS penerima uang tunggu dan
d. Catlon PNS. |
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS
yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau
yang ditugaskan diluar ihstansi pemerintah yang gajinya
dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati dan
Pimpinan serta Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada
2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. N

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan Hari Raya sébagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang
bersangkutan tetap dlberlkan selisih kekurangan Tunjangan
Hari Raya.

(3) Penghasilan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diberikan
bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota
DPRK meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan
Jabatan atau Tunjangan Umum.

(4) Penghasilan Pimpinan serta Anggota DPRK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Tunjangan
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Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi.

(5) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau
tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan
jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri dari :

a. tunjangan jabatan struktural;
b. tunjangan jabatan fungsional; dan
c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(7) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c adalah
tunjangan tenaga kependidikan.

{8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko,
tunjangan pengamanan,;; tunjangan profesi guru atau
tunjangan khusus guru. dan dosen atau tunjangan
kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif
khusus, tunjangan  selisth  penghasilan, tunjangan
penghidupan luar negeri,, dan tunjangan lain yang sejenis
dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta
tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan  da penghasilan  lain  diluar
sebagainmiana dimaksud pada ayat (3).

(9) Jenis-jenis tunJangap sebﬁkmmana dimaksud pada ayat (8)
antara lain :

a. tunjangan profesi’ guru dan dosen, tunjangan khusus guru
dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor;

b. tambahan penghasilan bagi guru PNS; dan

c. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(10)Penghasilan sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah
potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

(12)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan
pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ditanggung pemerintah. :

Pasal 4

(1) Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta
Anggota DPRK menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari
Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta
Anggota DPRK menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari
Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang
dan wajib mengembalikan keépada kas daerah.

Pasal 5

(1) Penerima gaji terusan dari PNS, Bupati, Wakil Bupati dan
Pimpinan serta Anggota DPRK yang meninggal dunia atau
tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 1 (satu) bulan
pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.



(2) Penerima gaji dari PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan
serta Anggota DPRK yang dinyatakan hilang diberikan
Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan pada 1 (satu)
bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

(3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2} dibebankan pada instansi PNS,
Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRK
bekerja.

Pasal 6

Terhadap ’I‘unJangan Har1 Raya dilakukan pembulatan
sebagaimana mest1nya ii

] Bag1an Kedua
Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas

i Pasal 7

(1) PNS, Bupati, Wakil Bupat1 dan Pimpinan serta Anggota DPRK
d1benkan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.

(2) PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

a. PNS yang ditugaskan pada kementerian/lembaga
pemerintah pusat;

b. PNS yang d1berhenUHan sementara karena diangkat
menjadi komisioner atay! anggota lembaga nonstruktural;

c. PNS penerima uang tunggu, dan

d. €alon PNS.

(3) PNS sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tidak termasuk
PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara
atau yang ditugaskan diludr instansi pemerintah yang gajinya
dibayar oleh instansi temp4gt penugasannya.

P;asal 8
1

(1) Gaji atau tunjangan Ketlga Belas bagi PNS, Bupati, Wakil
Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal {7 ayat (1) diberikan sebesar
penghasilan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal penghasilart+pada bulan Juni sebagaimana
dimaksud ayat (1) belumhdibayarkan sebesar penghasilan
yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan
penghasilan ketiga belas.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan
bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota
DPRK meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan
Jabatan atau Tunjangan Umum.

(4) Penghasilan Pimpinan serta Anggota DPRK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Tunjangan
Komunikasi Inten31f Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi. ; ol

(5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau
tunjangan umum sebagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf
a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan
jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang gaji.

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a terdiri atas : ’

a. tunjangan jabatan struktural;
b. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau



¢. tunjangan yang dlpersamakan dengan tunjangan jabatan.

(7) Tunjangan yang diper: makan dengan tupjangan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf ¢ bagi PNS adalah
Tunjangan Tenaga Kependidikan.

(8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko,
tunjangan pengamanan, tunjangan profesi guru atau
tunjangan Kkhusus guru dan dosen atau tunjangan
kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif
khusus, tunjangan selisih. penghasilan, dan tunjangan lain
yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan
bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan atau peraturan internal
kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar
sebagaimana dimaksud paqla ayat (3).

(9) Jenis-jenis tunjangan sebagmmana dimaksud pada ayat (8)
antara lain : _ _

a. tunjangan profesi guru dan dosen, tunjanga khusus guru
dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor;

b. tambahan penghasilan bagi guru PNS; dan

c. penghasilan lain' di luar gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan Jabatan atau; tunJangan umum, dan tunjangan
kinerja. ' |

(10) Penghasilan sebagalmana dimaksud pada ayat (3} tidak
dikenakan potongan iuran dan/atau: potongan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(11) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah potongan lain
selain potongan pajak penghasilan.

(12) Penghasilan sebaga1mana dimaksud pada ayat (3) dikenakan
pajak penghasilan | sesuai dengan ketehAtuan peraturan
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

. I' :
Pasal 9

(1) Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta
Anggota DPRK menerima lebih dari satu penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, gaji atau tunjangan
ketiga belas d1ber1kan salal'i satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Apabila PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta
Anggota DPRK menerima lebih dari satu jenis penghasilan,
kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—undal;lgan.

Pasal 10

(1) Penerima gaji terusan dari PNS, Bupati, Wakil Bupati dan
Pimpinan serta Anggota DPRK yang meniriggal dunia atau
tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji
terusan yang diterima pada bulan Juni.

(2) Penerima gaji dari PNS, quau, Wakil Bupati dan Pimpinan
serta Anggota DPRK yang | dmyatakan hilang diberikan gaji
ketiga belas sebesar” ‘peng}a“gsﬂan yang diterimma pada bulan
Juni.

Péjéal 11

Pajak penghasilan atas! gaji atau tunjangan ketiga belas bagi
PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRK
ditanggung Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.



~ Pabal 12

| :
Terhadap gaji atau tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan
sebagaimana mestinya

BAB I
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU
TUNJANGAN KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
'I‘unjangan Hari Raya

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Bupati, Wakil Bupati dan
Pimpinan serta Anggdbta 'DT, K dibayarkan paling cepat 10
(sepuluh) hari kerja sebelum,tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tun_]angan Hari ,Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibaydrkan, Tunjangan Hari Raya dapat
dibayarkan setelah tanggal Han Raya.

Paéal 14

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dibebankan ;pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) f

Pasal 15

(1) Tunjangan Hari Raya sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) diajukan dengan SPM kepada BKK yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPK.

(2) SPM Tunjangan Hari'Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dengan menggunakan jenis SPM THR Gaji untuk
pembayaran gaji pokok, tunJangan keluarga, tunjangan
jabatan atau tunjangan umum.

(3) SPM Tunjangan Hari Raya dlbuat tersendiri dan terpisah dari
SPM gaji bulanan.

(4) Jenis SPM sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), termasuk
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan
pembayaran Tunjangan Hari Raya.

b
Pasal 16

Penerbitan Surat Keterahgan Penghentian Pembayaran bagi PNS
yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan
pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum
dibayarkan.

‘ Baglan Kedua
Gaji atau Tunjanga_n Ketiga Belas

| Pa%al 17

(1) Pemberian Gaji atau Tunjalmgan Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibayarkan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas belum
dapat dibayarkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan
ayat (2), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan
berikutnya. )



Pasal 18
Pembayaran gaji atau tunJangan Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

: BAB IV |
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

Pengendalian internal dﬂaksaﬁakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. b

HAB vV
KETENTL!‘AN PENUTUP

!
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai ber aku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahulnya, - memerintahkan
pengundangan Peraturan 1n1 dengan penempatannya dalam
Berita Kabupaten Aceh Barat Eiaya

]

I
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Diundangkan di Blangpidie ; ‘ !
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